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Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar
biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini
masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang
diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk
mencegah penumpukan permohonan peninjauani kembali di Mahkamah Agung,
maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang

diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun
perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu
apabila suatu perkara diajukan permohcnan Peninjauan Kembali yang
kedua dan seterusnya, maka Ketua Pergadilan Tingkat Pertama dengan
mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang
Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan
Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim
ke Mahkamah Aauna:



2. Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan
peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam
perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang
diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan
kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke
Mahkamah Agung.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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